
4. Peratuaran ...

1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nornor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTabun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tabun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6321);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Perubaban Peraturan Bupati Ogan Komering llir Nomor 3
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di
Desa.
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(4) Organisasi ...

Pasal12
(1) TPKterdiri dari unsur:

a. Perangkat Desa;
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat.

(2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga)
orang.

(3) Berdasarkan pertimbangkan komp1eksitas Pengadaan,
personil TPKdapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020
ten tang Tata Cara Pengadaan Brang/ Jasa di (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2021 Nomor 3) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 3
TAHUN2021 TENTANGPERUBAHANATASPERATURANBUPATI
OGANKOMERINGILIR NOMOR3 TAHUN2020 TENTANOTATA
CARAPENGADAANBARANG/JASADJDESA.

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata
Cera Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berim Daerah Kabupaten
Ogan Komering llir Tahun 2020 Nomor 4);
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Menetapkan



RUSIN

ERITA DAERAH KABUPATEN OGANKOMERING IUR TAHUN 2021 NOMOR

d.t.o

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ISKANDAR

d.t.o

Ditetapkan eliKayuagung,
pada tanggal 2021

BUPATI OGANKOMERING IUR,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tam Cara Pengadaan Barang/ Jasa
di Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

(4) Organisasi TPK terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;dan
c. Anggota.

(5) Tugas TPKdalam Pengadaan ada1ah:
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen Lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk

Pengadaan melalui Penyedia;
d. memilih dan menetapkan Penyedia;
e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada

Kasi/Kaur; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan
secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis
pekerjaan dari anggota TPKyang mampu dan memahami
teknis kegiatan/ pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honor sebesar 2% (dua persen) dari
nilai kegiatan yang dilaksanakan.

(8) Besaran honorarium TPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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